PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR) NONBERUSAHA


Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (pkkpr) nonberusaha merupakan perizinan dasar pertama yang harus diperoleh oleh seseorang/badan apabila ingin mengurus perizinan dan biasa disebut juga sebagai pintu masuk perizinan. PKKPR Nonberusaha ini merupakan pengganti untuk Izin Lokasi, Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), Izin Perubahan Status Penggunaan Tanah (IPSPT) atau yang dulunya biasa disebut Pengeringan. Adapun syarat untuk mengajukan permohonan PKKPR Nonberusaha antara lain :
1. Form Permohonan 
2. Fotokopi Identitas/KTP
3. Fotokopi Sertifikat
4. Dokumen Kajian KKPR (asli)
5. Pertimbangan Teknis Pertanahan (asli)


PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) & Sertifikat Laik Fungsi (SLF) merupakan salah satu dari  3 perizinan dasar yang ada dalam sistem perizinan di Indonesia. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dulunya disebut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan izin dasar yang harus diperoleh Ketika seseorang/Badan akan mendirikan bangunan baik yang bertujuan untuk hunian maupun usaha. Adapun persyaratan untuk mengajukan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yaitu :
	No.
	Dokumen
	Hunian
	Usaha

	1.
	FC. KTP (Identitas)
	√
	√

	2.
	PKKPR/KRK
	√
	√

	3.
	Fc. Sertifikat/SHGB dll
	√
	√

	4.
	Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (jika tanah bukan milik sendiri)
	√
	√

	5.
	Dokumen Lingkungan
	
	√

	6.
	Gambar Teknis (Arsitektur, Struktur, MEP)
	√
	√

	7.
	Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi
	
	√

	8.
	Rekomendasi KKOP (khusus untuk bangunan yang tinggi seperti menara dll apabila berada di wilayah yang wajib KKOP)
	
	√




